PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/9/PBI/2015
TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL
OLEH BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung sistem pembayaran
yang telah berlangsung saat ini diperlukan
penyelenggaraan kliring antar Bank yang efisien,

lancar, dan aman;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kliring
antar Bank yang efisien, lancar, dan aman diperlukan
perluasan akses kepesertaan dalam Sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia yang tidak terbatas pada
Bank, penambahan jasa layanan Sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia dalam rangka
mengakomodir kebutuhan masyarakat atas transaksi
yang bersifat rutin, serta peningkatan perlindungan
nasabah pengguna layanan dalam sistem

pembayaran;

C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur
kembali Peraturan Bank Indonesia mengenai
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal

oleh Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...



-2-

Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING
BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal adalah kegiatan
dalam rangka memproses perhitungan hak dan kewajiban antar Peserta
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang setelmennya dilakukan

pada waktu tertentu.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat
SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam

Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk

memproses...



10.

11.
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memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana,
Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan

Layanan Penagihan Reguler.

Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang
telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari

Penyelenggara sebagai Peserta.

Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses
pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada

1 (satu) penerima.

Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang
memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar Peserta dari
1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai

dengan fisik Warkat Debit.

Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang
memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) atau

beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa penerima.

Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang
memproses penagihan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu)

pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.

Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat DKE adalah data
keuangan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar

perhitungan dalam penyelenggaraan SKNBI.
DKE Transfer Dana adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah

transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan

Transfer Dana.

DKE Warkat Debit adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah
transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan
Kliring Warkat Debit.

DKE Pembayaran adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah
transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan

Pembayaran Reguler.

12. DKE...
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DKE Penagihan adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer
debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan

Penagihan Reguler.

Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan

atas beban nasabah atau Bank melalui Layanan Kliring Warkat Debit.

Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah

Bank Indonesia.

Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU adalah Peserta
yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan
menggunakan infrastruktur SKNBI dan Setelmen Dana dilakukan ke

Rekening Setelmen Dana Peserta yang bersangkutan.

Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA adalah Peserta
yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan
menggunakan infrastruktur SKNBI dan pelaksanaan Setelmen Dana

dilakukan melalui bank pembayar.

Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta
yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara dan pelaksanaan Setelmen

Dana dilakukan melalui bank penerus.

Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening
Setelmen Dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross
Settlement yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban

masing-masing Peserta yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.
Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta dalam mata uang
Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya
disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai
sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika

per transaksi secara individual.

Prefund adalah dana yang disediakan oleh Peserta untuk memenuhi

kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.

Prefund Kredit adalah Prefund yang disediakan untuk Layanan Transfer

Dana dan Layanan Pembayaran Reguler.

23. Prefund...



23.

24.

25.

26.

27.

_5-

Prefund Debit adalah Prefund yang disediakan untuk Layanan Kliring
Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang
dari bank di luar negeri dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai perbankan syariah.

Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank adalah badan usaha
berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin

dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan transfer dana.

Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai
akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras,
perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana

pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan SKNBI.

Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan
Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan
operasional SKNBI tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh,
tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, dan
bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh
pihak penguasa atau pejabat setempat yang berwenang, termasuk Bank

Indonesia.

BAB II
PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 2

Penyelenggaraan SKNBI terdiri atas 4 (empat) layanan yaitu:

Layanan Transfer Dana;
Layanan Kliring Warkat Debit;
Layanan Pembayaran Reguler; dan

Layanan Penagihan Reguler.

Pasal...



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Pasal 3

Setelmen Dana untuk masing-masing layanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan hasil

perhitungan secara multilateral netting.

Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip pembaharuan utang dengan memperhatikan

kecukupan dana dari Peserta.

Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan

tidak dapat dibatalkan.

Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan prinsip same day settlement.

BAB III
PENYELENGGARA
Pasal 4

Dalam penyelenggaraan SKNBI, Penyelenggara melakukan paling
kurang hal-hal sebagai berikut:

a. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan SKNBI;
b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan SKNBI;
c. melaksanakan kegiatan operasional SKNBI;

d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan

keamanan penyelenggaraan SKNBI; dan

e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta dan pihak selain
Kantor Bank Indonesia yang melaksanakan pertukaran Warkat
Debit terhadap Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan

pelaksanaannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dilakukan oleh
Penyelenggara dalam penyelenggaraan SKNBI diatur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

Pasal...



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 5

Penyelenggara dapat menetapkan batas nilai nominal transaksi yang

diperhitungkan dalam penyelenggaraan SKNBI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas nilai nominal transaksi diatur

dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Peserta
Pasal 6
Pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu:
a. Bank Indonesia;
b. Bank; dan
c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank.

Dalam hal Peserta merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan wusaha
berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit usaha syariah maka
kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI untuk kegiatan usaha
secara konvensional harus terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 7

Berdasarkan jenis kepesertaan, Peserta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
a. PLU;

b. PLA; atau

c. PTL.

Untuk menjadi PLU, PLA, atau PTL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Peserta harus memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan

dari Penyelenggara.

(3) Ketentuan...
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan persetujuan
kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI diatur dalam Surat Edaran

Bank Indonesia.

Pasal 8

PLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menunjuk

PLU sebagai bank pembayar.

Pasal 9

(1) PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c harus

menunjuk PLU sebagai bank penerus.

(2) PLU sebagai bank penerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi  persyaratan dan  memperoleh  persetujuan  dari

Penyelenggara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan persetujuan sebagai

bank penerus diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 10

Berdasarkan jenis kepesertaan, pihak yang dapat menjadi Peserta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. Bank Indonesia hanya dapat menjadi PLU;
b. Bank hanya dapat menjadi PLU; dan

c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya dapat menjadi PLA

atau PTL.

Pasal 11

(1) Berdasarkan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
keikutsertaan pihak yang dapat menjadi Peserta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Bank Indonesia dapat mengikuti seluruh layanan dalam

penyelenggaraan SKNBI;

b. Bank...
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b. Bank harus mengikuti seluruh layanan dalam penyelenggaraan
SKNBI; dan

c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya dapat mengikuti

Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Regular.

(2) Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank yang dapat ikut serta dalam
Layanan Pembayaran Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ hanya Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank yang

mengelola rekening nasabah.

Pasal 12

Dalam hal diperlukan, hubungan hukum antara Penyelenggara dengan
Peserta dalam rangka penyelenggaraan SKNBI dapat diatur dalam

perjanjian.

Bagian Kedua
Status dan Perubahan Status Peserta
Pasal 13

(1) Dalam penyelenggaraan SKNBI, berlaku 4 (empat) jenis status

kepesertaan yaitu:
a. aktif;

b. ditangguhkan;
c. dibekukan; dan
d. ditutup.

(2) Dalam hal status Peserta berubah menjadi ditutup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, Peserta harus menyelesaikan seluruh

kewajiban yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.

Pasal 14

(1) Penyelenggara dapat mengubah status kepesertaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Perubahan...



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)
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Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sebagai berikut:

a. dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi oleh Penyelenggara;

b. dilakukan karena adanya perubahan status kepesertaan dalam

Sistem BI-RTGS;

c. dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Peserta;

dan/atau

d. dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Peserta yang

bersangkutan.

Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diberlakukan terhadap seluruh atau sebagian kegiatan dalam

layanan SKNBI.

Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berupa perubahan status dari:
a. aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;

b. aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;

c. ditangguhkan menjadi dibekukan atau sebaliknya;

d. aktif menjadi ditutup;

e. ditangguhkan menjadi ditutup; atau

f.  dibekukan menjadi ditutup.

Perubahan status kepesertaan yang dilakukan berdasarkan permintaan
tertulis dari Peserta yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d hanya dapat berupa permintaan perubahan status dari

aktif menjadi ditutup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status kepesertaan diatur

dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian...



(1)

(2)

(1)

(2)
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Bagian Ketiga
Kewajiban Peserta
Pasal 15
Dalam penyelenggaraan SKNBI, Peserta wajib:
a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan SKNBI;

b. bertanggungjawab atas kebenaran DKE dan seluruh informasi

yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui SKNBI;

c. melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara apabila diperlukan

dalam rangka penyelenggaraan SKNBI;

d. menginformasikan biaya transaksi melalui SKNBI kepada nasabah

secara transparan;

e. memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan SKNBI

kepada Bank Indonesia;

f. mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem

pembayaran yang telah disetujui oleh Bank Indonesia; dan

g. mematuhi ketentuan lain terkait operasional penyelenggaraan

transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta dalam SKNBI diatur

dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V
PREFUND
Bagian Kesatu
Prefund Kredit
Pasal 16

Peserta wajib menyediakan Prefund Kredit sesuai waktu yang

ditetapkan oleh Penyelenggara.

Dalam melakukan kewajiban penyediaan Prefund Kredit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. untuk...



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)
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a. untuk PLU, penyediaan Prefund Kredit dilakukan oleh Peserta yang
bersangkutan; dan

b. untuk PLA, penyediaan Prefund Kredit dilakukan melalui PLU yang

ditunjuk sebagai bank pembayar.

Prefund Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana tunai

(cash Prefund).

Dana tunai (cash Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditatausahakan pada Sistem BI-RTGS dalam rekening milik
Penyelenggara yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai

(cash Prefund).

Penyelenggara menatausahakan dana tunai (cash Prefund) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pada SKNBI untuk masing-masing PLU dan
PLA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Prefund Kredit

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Prefund Debit
Pasal 17

Peserta wajib menyediakan Prefund Debit sesuai waktu yang ditetapkan

oleh Penyelenggara.

Besarnya Prefund Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Penyelenggara untuk masing-masing Peserta.
Prefund Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. dana tunai (cash Prefund); dan/atau

b. surat berharga (collateral Prefund).

Dana tunai (cash Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
ditatausahakan pada Sistem BI-RTGS dalam rekening milik
Penyelenggara yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai

(cash Prefund).

(5) Surat...



(9)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)
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Surat berharga (collateral Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b ditatausahakan pada Bank Indonesia-Scripless Securities
Settlement System dalam rekening surat berharga masing-masing PLU
yang digunakan khusus untuk menampung surat berharga (collateral
Prefund).

Penyelenggara menatausahakan dana tunai (cash Prefund) sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan surat berharga (collateral Prefund)
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada SKNBI untuk masing-
masing PLU.

Surat berharga (collateral Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tidak dapat digunakan untuk transaksi lainnya dan tidak dapat
dipindahkan ke rekening surat berharga lainnya sampai dengan
Setelmen Dana atas Layanan Kliring Debit dan Layanan Penagihan

Reguler dilakukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Prefund Debit

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Penambahan Prefund Kredit dan Prefund Debit
Pasal 18
Peserta wajib melakukan penambahan Prefund Kredit dalam hal total
dana yang dimiliki Peserta tidak dapat memenuhi kewajiban dalam

Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler.

Total dana yang dimiliki Peserta untuk memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. confirmed incoming yaitu DKE Transfer Dana dan/atau DKE
Pembayaran masuk dari Peserta lain yang dapat dipenuhi oleh
dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut; dan/atau

b. dana tunai (cash Prefund) yang disediakan dalam Prefund Kredit.

Peserta wajib melakukan penambahan Prefund Debit dalam hal total
dana yang dimiliki Peserta tidak dapat memenuhi kewajiban dalam

Layanan Kliring Warkat Debit dan/atau Layanan Penagihan Reguler.

(4) Total...
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(3)
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Total dana yang dimiliki Peserta untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
a. confirmed outgoing yaitu DKE Warkat Debit dan/atau DKE

Penagihan masuk dari Peserta lain yang dapat dipenuhi oleh dana

yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut; dan/atau

b. dana tunai (cash Prefund) dan/atau surat berharga (collateral

Prefund) yang disediakan dalam Prefund Debit.

Pasal 19

Dalam hal Peserta tidak melakukan penambahan Prefund Kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau tidak
melakukan penambahan Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (3) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh
Penyelenggara maka DKE yang tidak didukung oleh Prefund Kredit
dan/atau Prefund Debit yang cukup dibatalkan oleh sistem.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan waktu penambahan
Prefund Kredit dan Prefund Debit diatur dalam Surat Edaran Bank

Indonesia.

Bagian Keempat
Pengembalian Prefund Kredit dan/atau Prefund Debit
Pasal 20
Penyelenggara akan mengembalikan dana tunai (cash Prefund) yang
telah disediakan untuk Prefund Kredit dan/atau Prefund Debit ke
Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana bank
pembayar sesuai periode waktu yang ditetapkan Penyelenggara, dalam
hal setelah perhitungan akhir masih terdapat saldo dana tunai (cash

Prefund) yang tidak dipergunakan.

Pengembalian surat berharga (collateral Prefund) yang telah disediakan

untuk Prefund Debit dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian dana tunai (cash

Prefund)...



-15-

Prefund) dan surat berharga (collateral Prefund) diatur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

BAB VI
LAYANAN TRANSFER DANA
Bagian Kesatu

Jenis Transfer Dana

Pasal 21

Jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Transfer

Dana adalah transfer dana yang berasal dari:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

perintah transfer dana dari Peserta kepada Peserta lainnya;

perintah transfer dana dari Peserta kepada nasabah Peserta lainnya

dan sebaliknya; dan

perintah transfer dana dari nasabah Peserta kepada nasabah Peserta

lainnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perintah Transfer Dana
Pasal 22

Dalam hal nasabah menggunakan Layanan Transfer Dana, Peserta
pengirim harus mempersyaratkan kepada nasabah pengirim untuk
mengisi perintah transfer dana secara lengkap dan benar dengan

memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Peserta pengirim melakukan pengaksepan untuk
meneruskan perintah transfer dana kepada Peserta penerima, Peserta
pengirim harus membuat DKE Transfer Dana sesuai persyaratan yang

ditetapkan oleh Penyelenggara.

Dalam membuat DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Peserta pengirim wajib mengisi kode transaksi dan kode kota asal

secara lengkap dan benar.

Pasal...



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 23

Peserta pengirim mengirimkan DKE Transfer Dana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) pada tanggal yang sama dengan
tanggal diterimanya perintah transfer dana dari nasabah sesuai dengan

periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pengiriman DKE Transfer Dana pada tanggal yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Peserta pengirim sesegera
mungkin paling lama 2 (dua) jam sejak pengaksepan perintah transfer

dana.

Dalam hal Peserta pengirim tidak mengirimkan DKE Transfer Dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta pengirim wajib membayar

jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perintah transfer dana
dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Proses Perhitungan
Pasal 24

Selama periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana, Penyelenggara
melakukan perhitungan untuk masing-masing Peserta berdasarkan
DKE Transfer Dana yang diterima oleh Penyelenggara yang didukung

dengan dana yang cukup.

Penyelenggara menyediakan informasi hasil perhitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Peserta harus melakukan pemantauan atas hasil perhitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan informasi hasil
perhitungan dalam Layanan Transfer Dana diatur dalam Surat Edaran

Bank Indonesia.

Bagian...
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(2)

(1)

(2)
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(6)
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Bagian Keempat

Setelmen Dana
Pasal 25

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1), Penyelenggara melakukan Setelmen Dana ke Rekening
Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana bank

pembayar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Setelmen Dana dalam Layanan

Transfer Dana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima
Pasal 26

Peserta penerima harus melakukan verifikasi atas DKE Transfer Dana

yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas hasil
verifikasi DKE Transfer Dana yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada
nasabah penerima pada tanggal yang sama dengan Penyelenggara
melakukan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat
(1).

Penerusan dana kepada nasabah penerima sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib dilakukan sesegera mungkin atau paling lama 2

(dua) jam setelah Penyelenggara melakukan Setelmen Dana.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
berlaku untuk penerusan dana kepada nasabah penerima yang tidak

memiliki rekening di Peserta penerima.

Dalam hal Peserta penerima tidak melakukan penerusan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Peserta penerima wajib

membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penerusan dana kepada

nasababh...



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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nasabah penerima dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada

nasabah penerima diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII
LAYANAN KLIRING WARKAT DEBIT
Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan
Pasal 27
Layanan Kliring Warkat Debit terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:
a. Kkliring penyerahan; dan
b. kliring pengembalian.

Kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan siklus dalam Layanan

Kliring Warkat Debit.

Bagian Kedua
Jenis Transfer Debit
Pasal 28

Jenis transfer debit yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Kliring

Warkat Debit adalah transfer debit yang berasal dari Warkat Debit.

Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. cek;

b. Dbilyet giro;

c. nota debit; dan

d. Warkat Debit lainnya yang disetujui oleh Penyelenggara untuk
dikliringkan.

Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat

dikliringkan di wilayah kliring yang terdapat kantor Peserta yang
menerbitkan Warkat Debit.

Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicetak di

perusahaan...



(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang telah memperoleh izin

dari lembaga yang berwenang.

Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi

ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warkat Debit diatur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perintah Transfer Debit
Pasal 29

Dalam menerima Warkat Debit dari nasabah yang akan dikliringkan
dalam Layanan Kliring Warkat Debit, Peserta pengirim harus

memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Peserta pengirim melakukan pengaksepan untuk
mengkliringkan Warkat Debit, Peserta pengirim harus membuat DKE

Warkat Debit sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Dalam membuat DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Peserta pengirim wajib mengisi kode transaksi dan kode kota asal

secara lengkap dan benar.

Pasal 30

Peserta Pengirim mengirimkan DKE Warkat Debit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) pada tanggal yang sama dengan
tanggal diterimanya Warkat Debit dari nasabah sesuai dengan periode

waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Dalam hal Peserta pengirim tidak mengirimkan DKE Warkat Debit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta pengirim wajib membayar

jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perintah transfer debit
dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal...



(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 31

Pengiriman DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) harus disertai dengan penyampaian Warkat Debit kepada

kantor Peserta penerima dimana Warkat Debit tersebut dikliringkan.

Penyampaian Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan mekanisme pertukaran Warkat Debit yang

diselenggarakan oleh kantor Bank Indonesia atau pihak selain kantor

Bank Indonesia.

Dalam pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

kantor Bank Indonesia atau pihak selain kantor Bank Indonesia

bertanggung jawab:

a. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan
pertukaran Warkat Debit;

b. menjaga kelancaran pelaksanaan pertukaran Warkat Debit;

c. mengelola administrasi kepesertaan pertukaran Warkat Debit;

d. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pertukaran
Warkat Debit;

e. menyediakan fasilitas penyelesaian permasalahan dalam proses
Warkat Debit; dan/atau

f.  menyediakan fasilitas kontinjensi bagi Peserta pada saat terjadi
Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertukaran Warkat Debit

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 32

Pihak selain kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) yang akan melaksanakan pertukaran Warkat Debit di
suatu wilayah kliring harus memperoleh persetujuan dari

Penyelenggara.

(2) Penyelenggara...




(2)

(3)
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Penyelenggara dapat memberikan bantuan keuangan kepada pihak
selain kantor Bank Indonesia yang melaksanakan pertukaran Warkat
Debit.

Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah kliring, persetujuan terhadap
pihak selain kantor Bank Indonesia yang akan melaksanakan
pertukaran Warkat Debit, dan bantuan keuangan diatur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Proses Perhitungan
Pasal 33

Penyelenggara melakukan perhitungan untuk masing-masing Peserta
berdasarkan DKE Warkat Debit yang diterima oleh Penyelenggara yang

didukung dengan dana yang cukup.

Penyelenggara menyediakan informasi hasil perhitungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta.

Peserta harus melakukan pemantauan atas hasil perhitungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan informasi hasil
perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit diatur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Setelmen Dana
Pasal 34

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1), Penyelenggara melakukan Setelmen Dana ke masing-masing
Rekening Setelmen Dana PLU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Setelmen Dana dalam Layanan Kliring

Warkat Debit diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian...
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Bagian Keenam
Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima
Pasal 35

Peserta penerima harus melakukan verifikasi atas DKE Warkat Debit
dan/atau Warkat Debit yang diterima pada kliring penyerahan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukkan adanya DKE Warkat Debit dan/atau Warkat Debit yang
tidak memenuhi syarat untuk diperhitungkan maka Peserta penerima
menolak DKE Warkat Debit dan/atau Warkat Debit dalam kliring

pengembalian dengan disertai alasan penolakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan penolakan dan mekanisme
penolakan DKE Warkat Debit dan/atau Warkat Debit diatur dalam

Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 36

Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas DKE Warkat
Debit dan/atau Warkat Debit yang diterima maka Peserta pengirim
wajib meneruskan dana ke rekening nasabah penerima setelah
Penyelenggara melakukan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2).

Dalam hal Peserta pengirim tidak melakukan penerusan dana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Peserta pengirim wajib

membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penerusan dana ke
rekening nasabah penerima dan besarnya jasa, bunga, atau

kompensasi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB...
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BAB VIII
LAYANAN PEMBAYARAN REGULER
Bagian Kesatu

Jenis Transfer Dana

Pasal 37

Jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Pembayaran

Reguler adalah transfer dana yang berasal dari:

a.

(1)

(2)

(3)

perintah transfer dana dari 1 (satu) Peserta pengirim kepada beberapa

nasabah di Peserta penerima;

perintah transfer dana dari beberapa nasabah di Peserta pengirim

kepada 1 (satu) Peserta penerima;

perintah transfer dana dari 1 (satu) nasabah di Peserta pengirim kepada

beberapa nasabah di Peserta penerima; dan

perintah transfer dana dari beberapa nasabah di Peserta pengirim

kepada 1 (satu) nasabah di Peserta penerima.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perintah Transfer Dana
Pasal 38

Dalam hal nasabah menggunakan Layanan Pembayaran Reguler,
Peserta pengirim harus mempersyaratkan kepada nasabah pengirim
untuk mengisi perintah transfer dana secara lengkap dan benar dengan

memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Peserta pengirim melakukan pengaksepan untuk
meneruskan perintah transfer dana kepada Peserta penerima, Peserta
pengirim harus membuat DKE Pembayaran sesuai persyaratan yang

ditetapkan oleh Penyelenggara.

Dalam membuat DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Peserta pengirim wajib mengisi kode transaksi dan kode kota asal

secara lengkap dan benar.

Pasal...
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(2)

(3)
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(3)

(4)

(1)

-24-
Pasal 39

Peserta pengirim mengirimkan DKE Pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) pada tanggal yang sama dengan
tanggal diterimanya perintah transfer dana dari nasabah sesuai dengan
periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Dalam hal Peserta pengirim tidak mengirimkan DKE Pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta pengirim wajib membayar
jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perintah transfer dana
dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Proses Perhitungan
Pasal 40

Selama periode waktu pengiriman DKE Pembayaran, Penyelenggara
melakukan perhitungan untuk masing-masing Peserta berdasarkan
DKE Pembayaran yang diterima oleh Penyelenggara yang didukung

dengan dana yang cukup.

Penyelenggara menyediakan informasi hasil perhitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Peserta harus melakukan pemantauan atas hasil perhitungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan informasi hasil
perhitungan dalam Layanan Pembayaran Reguler diatur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Setelmen Dana
Pasal 41

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

ayat...
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ayat (1), Penyelenggara melakukan Setelmen Dana ke Rekening
Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana bank

pembayar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Setelmen Dana dalam Layanan

Pembayaran Reguler diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima
Pasal 42

Peserta penerima harus melakukan verifikasi atas DKE Pembayaran

yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas hasil
verifikasi DKE Pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah
penerima segera setelah pelaksanaan Setelmen Dana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

Dalam hal Peserta pengirim tidak melakukan penerusan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Peserta pengirim wajib

membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penerusan dana kepada
nasabah penerima dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada

nasabah penerima diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX
LAYANAN PENAGIHAN REGULER
Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan
Pasal 43
Layanan Penagihan Reguler terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:
a. penyerahan tagihan; dan

b. pengembalian tagihan.

(2) Kegiatan...



(2)
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Kegiatan penyerahan tagihan dan pengembalian tagihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan siklus dalam Layanan

Penagihan Reguler.

Bagian Kedua
Jenis Transfer Debit

Pasal 44

Jenis transfer debit yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Penagihan

Reguler adalah transfer debit yang berasal dari perintah transfer debit dari 1

(satu) nasabah di Peserta pengirim kepada beberapa nasabah di Peserta

penerima.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perintah Transfer Debit
Pasal 45
Peserta pengirim wajib membuat perjanjian dalam rangka pelaksanaan

perintah transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Peserta pengirim melakukan pengaksepan atas perintah
transfer debit, Peserta pengirim harus membuat DKE Penagihan sesuai
persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Dalam membuat DKE Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Peserta pengirim wajib mengisi kode transaksi dan kode kota asal

secara lengkap dan benar.

Pasal 46

Peserta pengirim mengirimkan DKE Penagihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (2) pada tanggal yang sama dengan tanggal yang
tercantum dalam perjanjian sesuai dengan periode waktu yang

ditetapkan oleh Penyelenggara.

Dalam hal Peserta pengirim tidak mengirimkan DKE Penagihan

sebagaimana...
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta pengirim wajib membayar
jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perintah transfer debit
dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Proses Perhitungan
Pasal 47

Penyelenggara melakukan perhitungan untuk masing-masing Peserta
berdasarkan DKE Penagihan yang diterima oleh Penyelenggara yang

didukung dengan dana yang cukup.

Penyelenggara menyediakan informasi hasil perhitungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta.

Peserta harus melakukan pemantauan atas hasil perhitungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan informasi hasil
perhitungan dalam Layanan Penagihan Reguler diatur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Setelmen Dana
Pasal 48

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (1), Penyelenggara melakukan Setelmen Dana ke masing-masing
Rekening Setelmen Dana PLU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Setelmen Dana dalam Layanan

Penagihan Reguler diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian...
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Bagian Keenam
Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima
Pasal 49
Peserta penerima harus melakukan verifikasi atas DKE Penagihan yang

diterima pada kegiatan penyerahan tagihan sesuai ketentuan yang

berlaku.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukkan adanya DKE Penagihan yang tidak memenuhi syarat
untuk diperhitungkan maka Peserta penerima menolak DKE Penagihan
dalam kegiatan pengembalian tagihan dengan disertai alasan

penolakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan penolakan dan mekanisme

penolakan DKE Penagihan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 50

Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas DKE
Penagihan yang diterima maka Peserta pengirim wajib meneruskan
dana ke rekening nasabah setelah Penyelenggara melakukan Setelmen

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Dalam hal Peserta pengirim tidak melakukan penerusan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Peserta pengirim wajib

membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penerusan dana ke
rekening nasabah penerima dan besarnya jasa, bunga, atau

kompensasi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X
WAKTU OPERASIONAL SKNBI
Pasal 51

Penyelenggaraan SKNBI dilakukan pada waktu operasional yang

ditetapkan oleh Penyelenggara.

(2) Waktu...
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Waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hari operasional,

b. jam operasional,;

c. jam layanan; dan

d. periode waktu kegiatan.

Peserta wajib melakukan kegiatan operasional SKNBI sesuai dengan

waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyelenggara dapat melakukan perubahan waktu operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peserta hanya dapat mengajukan permohonan perubahan periode

waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional diatur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

BAB XI
BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN SKNBI
Pasal 52

Penyelenggara menetapkan jenis dan besarnya biaya dalam

penyelenggaraan SKNBI.

Penyelenggara dapat membebaskan biaya dalam penyelenggaraan
SKNBI apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan

Darurat.

Penyelenggara dapat menetapkan batas biaya paling banyak yang

dikenakan Peserta kepada nasabah.

Pasal 53

Penyelenggara dapat meminta kepada Peserta untuk menyampaikan
besarnya biaya yang dikenakan oleh Peserta kepada nasabah dalam
penyelenggaraan SKNBI.

Penyelenggara dapat mengumumkan besarnya biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

(3) Ketentuan...
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya dalam penyelenggaraan SKNBI

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XII

PENANGANAN DALAM KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU
KEADAAN DARURAT

Pasal 54

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal pada penyelenggaraan SKNBI
dan/atau Keadaan Darurat di lokasi Penyelenggara, Penyelenggara
memberitahukan keadaan tersebut kepada Peserta berikut langkah-
langkah penanganan untuk mengatasi Keadaan Tidak Normal dan/atau

Keadaan Darurat.

(2) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di
lokasi Peserta yang mengakibatkan Peserta tidak dapat mengirimkan
DKE ke Penyelenggara maka pengiriman DKE dapat dilakukan dengan

menggunakan sarana yang disediakan oleh Penyelenggara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Keadaan Tidak Normal

dan Keadaan Darurat diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XIII
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA
Pasal 55

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat,
Penyelenggara dibebaskan dari segala tuntutan kerugian yang timbul

dan/atau yang akan timbul yang dialami Peserta atau pihak ketiga.

BAB XIV
PEMANTAUAN KEPATUHAN
Pasal 56
(1) Penyelenggara melakukan pemantauan kepatuhan:

a. Peserta; dan



(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

-31-

b. pihak selain kantor Bank Indonesia yang melaksanakan

pertukaran Warkat Debit,
terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

langsung dan tidak langsung.

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kepatuhan, Peserta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
a. menyampaikan laporan berkala;

b. memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan

Penyelenggara terkait penyelenggaraan SKNBI;

c. memberikan akses kepada Penyelenggara untuk melakukan
pemeriksaan secara langsung terhadap dokumen, sarana fisik,
aplikasi pendukung yang terkait penyelenggaraan SKNBI, dan

kegiatan operasional Peserta; dan

d. menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan oleh

Penyelenggara.

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kepatuhan, pihak selain
kantor Bank Indonesia yang melaksanakan pertukaran Warkat Debit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyampaikan

laporan berkala kepada Penyelenggara.

Dalam rangka pemantauan, Penyelenggara dapat meminta Peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk melakukan
pengujian terhadap infrastruktur Peserta yang digunakan dalam

operasional SKNBI.

Pasal 57

Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama
Penyelenggara dalam rangka melaksanakan pemantauan kepatuhan

Peserta.

Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh

dalam pemantauan.

(3) Ketentuan...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kepatuhan Peserta dan
pihak selain kantor Bank Indonesia yang melaksanakan pertukaran

Warkat Debit diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 58

Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (3) huruf a wajib dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan

oleh Penyelenggara.

Dalam hal Peserta terlambat menyampaikan laporan berkala sesuai
batas waktu, Peserta tetap wajib menyampaikan laporan berkala paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu penyampaian laporan

berkala yang ditetapkan Penyelenggara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penyampaian laporan

berkala diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 59

Penyelenggara Kliring Lokal beralih fungsi menjadi pihak yang melakukan

pertukaran Warkat Debit.

(1)
(2)

(1)

Pasal 60
Implementasi penyelenggaraan SKNBI dilakukan secara bertahap.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan implementasi

penyelenggaraan SKNBI diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XVI
SANKSI
Pasal 61

Peserta yang tidak memenuhi kewajiban menjaga kelancaran dan

keamanan dalam penggunaan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal...
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Pasal 15 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran

tertulis.

(2) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak teguran
tertulis diterima, dapat dikenakan sanksi penurunan status

kepesertaan.

Pasal 62

Peserta yang tidak menginformasikan biaya transaksi dalam
penyelenggaraan SKNBI kepada nasabah secara transparan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif

berupa teguran tertulis.

Pasal 63

(1) Peserta yang tidak menyediakan Prefund Debit atau menyediakan
Prefund Debit namun kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
dalam hal tidak tersedianya atau kurangnya Prefund Debit
dikarenakan kelalaian Peserta; atau

b. penurunan status kepesertaan dalam hal Peserta tidak mampu
menyediakan Prefund Debit.

(2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peserta tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebanyak 6
(enam) kali, Peserta dapat dikenakan sanksi berupa penurunan status

kepesertaan.

Pasal 64

(1) Peserta yang tidak melakukan penambahan Prefund Kredit dalam
Layanan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus

ribu...
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ribu rupiah) per DKE Transfer Dana, dengan jumlah kewajiban
membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) per 1 (satu) hari kerja.

Peserta yang tidak melakukan penambahan Prefund Kredit dalam
Layanan Pembayaran Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) per DKE Pembayaran, dengan jumlah kewajiban
membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) per 1 (satu) hari kerja.

Peserta yang tidak melakukan penambahan Prefund Debit dalam
Layanan Kliring Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) per DKE Warkat Debit, dengan jumlah kewajiban
membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) per 1 (satu) hari kerja.

Peserta yang tidak melakukan penambahan Prefund Debit dalam
Layanan Penagihan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) per DKE Penagihan, dengan jumlah kewajiban
membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) per 1 (satu) hari kerja.

Pasal 65

Peserta pengirim yang tidak mengisi kode transaksi dan kode kota asal
secara lengkap dan benar dalam membuat DKE Tranfer Dana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikenakan sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
DKE Transfer Dana, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) periode
pemantauan.

Peserta pengirim yang tidak mengisi kode transaksi dan kode kota asal

secara lengkap dan benar dalam membuat DKE Warkat Debit

sebagaimana...




(3)

(4)

(1)

(2)

-35-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
DKE, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) periode
pemantauan.

Peserta pengirim yang tidak mengisi kode transaksi dan kode kota asal
secara lengkap dan benar dalam membuat DKE Pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dikenakan sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
DKE Pembayaran, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) periode
pemantauan.

Peserta pengirim yang tidak mengisi kode transaksi dan kode kota asal
secara lengkap dan benar dalam membuat DKE Penagihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dikenakan sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
DKE Penagihan, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) periode

pemantauan.
Pasal 66

Peserta pengirim yang tidak mengirimkan DKE Transfer Dana kepada
Peserta penerima sesuai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban
membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE
Transfer Dana, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) periode
pemantauan.

Peserta penerima yang tidak melakukan penerusan dana kepada
nasabah penerima sesuai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban
membayar sebesar Rpl100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE
Transfer Dana, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) periode

pemantauan.

Pasal...
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Pasal 67

Peserta yang tidak mencetak Warkat Debit di perusahaan percetakan

dokumen sekuriti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dikenakan

sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 68

Peserta yang menerbitkan Warkat Debit tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dikenakan sanksi

administratif berupa teguran tertulis.

Dalam hal Peserta tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sehingga mengganggu proses pertukaran
Warkat Debit secara otomasi, kantor Bank Indonesia atau pihak selain
kantor Bank Indonesia dapat tidak memproses Warkat Debit Peserta

dalam pertukaran Warkat Debit.

Pasal 69
Dalam hal terjadi penolakan atas DKE Warkat Debit dan/atau Warkat

Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) yang didasarkan
pada alasan tertentu, Peserta pengirim, Peserta penerima, nasabah
Peserta pengirim, atau nasabah Peserta penerima dikenakan sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
DKE Warkat Debit yang ditolak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan tertentu penolakan DKE
Warkat Debit dan/atau Warkat Debit yang dikenakan sanksi dan pihak
yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta
pihak yang mengenakan sanksi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran

Bank Indonesia.

Pasal 70

Peserta yang tidak memberikan data, informasi, dan/atau dokumen terkait

penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3)

huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal...
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Pasal 71

Peserta yang tidak memberikan akses kepada Penyelenggara untuk
melakukan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa

teguran tertulis.

Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis

diterima, dapat dikenakan sanksi penurunan status kepesertaan.

Pasal 72

Peserta yang tidak menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan
oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3)

huruf d dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi penurunan status

kepesertaan.

Pasal 73

Peserta yang terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban
membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja
keterlambatan sejak batas waktu penyampaian pelaporan, dengan
jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah).

Dalam hal Peserta tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana

dimaksud pada Pasal 58 ayat (2), dikenakan sanksi teguran tertulis.

Peserta yang tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

teguran tertulis dapat dikenakan sanksi penurunan status kepesertaan.

BAB...
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BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku maka:

a.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005

tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia; dan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 76

Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran atas:

a.

pembuatan DKE Transfer Dana khusus untuk pengisian kode kota asal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1);

pembuatan DKE Warkat Debit khusus untuk pengisian kode kota asal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2)

pembuatan DKE Pembayaran khusus untuk pengisian kode kota asal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3);

pembuatan DKE Penagihan khusus untuk pengisian kode kota asal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4);

batas waktu pengiriman DKE Transfer Dana kepada Peserta penerima

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1); dan

batas waktu penerusan dana kepada nasabah penerima sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2),

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal...
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Pasal 77

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 122

DPSP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 17/9/PBI/2015
TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH
BANK INDONESIA

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia
mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran, Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antarbank.
Infrastruktur yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring antarbank

adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Untuk lebih meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kelancaran serta
untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter,
dan stabilitas sistem keuangan nasional dengan memperhatikan perluasan
akses dan kepentingan nasional, Bank Indonesia memandang perlu untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKNBI yang telah digunakan sejak
2005 melalui penyempurnaan penyelenggaraan SKNBI. Pokok-pokok

penyempurnaan dalam penyelenggaraan SKNBI adalah sebagai berikut:

1. Perluasan akses kepesertaan yang tidak terbatas pada Bank Umum
Saat ini kepesertaan SKNBI terbatas pada Bank Umum sehingga
transfer dana melalui SKNBI belum dapat sepenuhnya menjangkau
masyarakat baik yang belum memiliki rekening maupun masyarakat
yang berada di daerah terpencil. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank

Indonesia memandang perlu menetapkan kebijakan untuk memperluas

akses...
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akses kepesertaan SKNBI kepada Penyelenggara Transfer Dana Selain
Bank untuk mendorong masyarakat dapat melakukan transfer dana
melalui SKNBI ke seluruh wilayah Indonesia secara aman, murah, dan
efisien. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang tentang Transfer

Dana dimana penyelenggara transfer dana tidak terbatas pada Bank.

Penambahan jasa layanan untuk transaksi yang bersifat rutin

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan
transaksi yang bersifat rutin seperti pembayaran atau penagihan listrik,
telepon, air, dan pembayaran gaji dilakukan penambahan layanan
dalam penyelenggaraan SKNBI berupa Layanan Pembayaran Reguler
dan Layanan Penagihan Reguler. Kedua jenis layanan baru ini untuk
memfasilitasi pembayaran/penagihan rutin yang sudah mulai tumbuh
namun masih terbatas pada praktek di perbankan, sehingga
selanjutnya dapat menjadi transaksi dari/ke seluruh Peserta melalui
SKNBI.

Sentralisasi penyelenggaraan Layanan Kliring Warkat Debit

Saat ini penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara desentralisasi
yang tersebar di wilayah kliring di Indonesia. Untuk meningkatkan
efisiensi dalam penyelenggaraan SKNBI, Layanan Kliring Warkat Debit

dilakukan secara sentralisasi.

Peningkatan perlindungan kepada nasabah Peserta SKNBI

Dalam rangka perlindungan kepada nasabah Peserta SKNBI, dilakukan

penyempurnaan pengaturan mengenai:

a. kewajiban dan tanggung jawab Peserta pengirim dalam
meneruskan perintah transfer dana melalui SKNBI;

b. kewajiban dan tanggung jawab Peserta penerima untuk
meneruskan dana kepada nasabahnya; dan

c. penetapan batas biaya paling banyak yang dikenakan oleh Peserta
kepada nasabah.

Selain itu, dalam rangka mempercepat efektivitas dana kepada

nasabah penerima, pelaksanaan Setelmen Dana akan dilakukan lebih

dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari operasional SKNBI.

Dengan...
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Dengan adanya pokok-pokok perubahan tersebut, dipandang perlu

untuk menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan transfer dana dan

kliring berjadwal oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “multilateral netting” adalah mekanisme
perhitungan hak dan kewajiban seluruh Peserta dalam

penyelenggaraan SKNBI.

Ayat (2)

Pembaharuan utang terjadi karena Penyelenggara menggantikan
kedudukan Peserta sebagai pihak yang memiliki hak dari Peserta
lainnya atau kewajiban kepada Peserta lainnya dalam
penyelenggaraan  SKNBI. Dalam hal ini Penyelenggara
menggantikan kedudukan Peserta untuk melakukan perhitungan

terhadap DKE Peserta yang didukung dana yang cukup.

Ayat (3)

Setelmen Dana yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan
merupakan pengecualian dari prinsip zero hour rules. Oleh karena
itu, apabila Peserta dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha,
dipailitkan dan/atau dilikuidasi, transaksi yang sudah dilakukan
sebelum keputusan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin
usaha, pailit dan/atau likuidasi tidak menjadi batal dan harus

diteruskan dan/atau diperhitungkan.



Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip same day settlement” adalah

prinsip Setelmen Dana yang diterapkan pada tingkat Peserta yaitu:

a.

Pasal 4

Ayat (1)

Dalam Layanan Transfer Dana, Setelmen Dana dilakukan
pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE
Transfer Dana oleh Penyelenggara.

Dalam Layanan Kliring Warkat Debit, Setelmen Dana
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal
diterimanya DKE Warkat Debit pada kliring pengembalian oleh
Penyelenggara.

Dalam Layanan Pembayaran Reguler, Setelmen Dana
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal
diterimanya DKE Pembayaran oleh Penyelenggara.

Dalam Layanan Penagihan Reguler, Setelmen Dana dilakukan
pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE
Penagihan pada kegiatan pengembalian tagihan oleh

Penyelenggara.

Huruf a

Ketentuan dan prosedur penyelenggaraan SKNBI antara lain
meliputi ketentuan dan prosedur penyelenggaraan SKNBI
dalam keadaan normal, Keadaan Tidak Normal, dan/atau

Keadaan Darurat.

Huruf b

Yang dimaksud “sarana dan prasarana” antara lain helpdesk,

sistem informasi, dan sarana kontinjensi bagi Peserta.

Huruf ¢

Yang dimaksud “kegiatan operasional” antara lain
melaksanakan kegiatan operasional Sistem Sentral Kliring

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf...



Hurufd

Upaya menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanaan
penyelenggaraan SKNBI antara lain dilakukan dengan
menyusun standar layanan minimum penyelenggaraan SKNBI,
prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau

Keadaan Darurat.

Huruf e

Ayat (2)

Pemantauan kepatuhan Peserta dilakukan berdasarkan
ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer
dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia dan ketentuan
yang mengatur mengenai pelaksanaan transaksi melalui
SKNBI dalam rangka perlindungan kepada nasabah Peserta
SKNBI.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Penunjukan bank pembayar oleh PLA dilakukan dalam rangka

pelaksanaan Setelmen Dana, penyediaan dan pengembalian Prefund,

dan pembayaran kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.

Pasal 9

Ayat (1)

Penunjukan bank penerus oleh PTL dilakukan dalam rangka

pengiriman dan penerimaan DKE, Setelmen Dana, penyediaan dan

pengembalian...
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pengembalian Prefund, dan pembayaran kewajiban dalam
penyelenggaraan SKNBI.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan status “aktif” adalah Peserta dapat
melakukan seluruh fungsi dalam SKNBI sesuai jenis

kepesertaan yang bersangkutan.
Huruf b

Yang dimaksud dengan status “ditangguhkan” adalah Peserta
dibatasi kegiatannya dalam layanan SKNBI.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan status “dibekukan” adalah Peserta
dihentikan seluruh kegiatan transaksional dalam layanan

SKNBI.
Hurufd

Yang dimaksud dengan status “ditutup” adalah Peserta
dihentikan secara tetap kepesertaannya dalam SKNBI dan

tidak dapat diaktifkan kembali sebagai Peserta.
Ayat...



Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang melakukan
pengawasan” antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas
pengawas makroprudensial dan sistem pembayaran, serta
Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas
mikroprudensial.
Permintaan tertulis dari lembaga yang berwenang melakukan
pengawasan terhadap kegiatan Peserta didasarkan antara lain
atas pertimbangan sebagai berikut:
a. adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya
risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
Peserta; dan/atau
c. pembekuan kegiatan usaha Peserta, pencabutan izin
usaha, putusan kepailitan dan/atau likuidasi.
Hurufd

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat ()

Perubahan status kepesertaan atas permintaan tertulis dari

Peserta antara lain karena peleburan, penggabungan, pemisahan,

self-liquidation yang telah disetujui oleh otoritas berwenang, dan

pengunduran diri sebagai Peserta.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Untuk menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan
SKNBI, Peserta antara lain melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang
mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam
pelaksanaan operasional SKNBI, termasuk prosedur
pengamanan penggunaan SKNBI di lingkungan internal
Peserta;
b. melakukan pemeriksaan internal yang menjamin
keamanan operasional SKNBI;
c. melakukan security audit; dan
d. memiliki pedoman business continuity plan atau disaster
recovery plan.
Huruf b

Untuk kebenaran DKE, Peserta melakukan pengiriman DKE

berdasarkan perintah transfer dana dan perintah transfer

debit...
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debit sesuai format yang diatur oleh masing-masing Peserta,
atau berdasarkan Warkat Debit, termasuk menyampaikan

data dan informasi yang benar.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “biaya transaksi” adalah biaya yang
dibebankan oleh Penyelenggara kepada Peserta dan biaya

transaksi yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabah.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “data dan informasi terkait
penyelenggaraan SKNBI” adalah semua data dan informasi

sehubungan dengan penyelenggaraan SKNBI oleh Peserta.
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketentuan lain” antara lain ketentuan
mengenai dokumen perusahaan dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai transfer dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Kewajiban penyediaan Prefund Kredit oleh PLU termasuk
untuk memenuhi kewajiban penyediaan Prefund Kredit bagi
PTL apabila PLU yang bersangkutan bertindak sebagai bank

penerus.

Huruf...
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Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Bank Indonesia-Scripless Securities
Settlement System” adalah infrastruktur yang digunakan sebagai
sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia,
penatausahaan surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah,
penatausahaan transaksi pasar keuangan, dan penatausahaan
surat berharga dalam rangka fasilitas likuiditas intrahari, yang

dilakukan secara elektronik.
Ayat (6)

Cukup jelas.
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Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah nasabah yang memiliki

rekening di Peserta dan nasabah yang tidak memiliki rekening di

Peserta.
Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” antara lain

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak

pidana pencucian uang khususnya terkait dengan pemantauan

atas transaksi yang mencurigakan, dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai transfer dana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengaksepan”

adalah kegiatan yang

dilakukan oleh Peserta pengirim yang menunjukkan persetujuan

untuk melaksanakan atau memenuhi perintah transfer dana.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal...
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Pasal 24
Ayat (1)
Perhitungan dalam Layanan Transfer Dana merupakan selisih

antara total dana yang dimiliki Peserta dengan total nominal batch

DKE Transfer Dana yang dikirim oleh Peserta.
Dukungan dana dapat bersumber dari:

a. confirmed incoming yaitu DKE Pembayaran yang masuk dari
Peserta lainnya yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki

oleh Peserta lain tersebut; dan/atau

b. dana tunai (cash Prefund) yang disediakan dalam Prefund

Kredit.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengaksepan” adalah kegiatan yang
dilakukan oleh Peserta penerima yang menunjukkan persetujuan

untuk melaksanakan atau memenuhi DKE Transfer Dana yang

diterima.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kliring penyerahan” adalah kegiatan
untuk memperhitungkan DKE  Warkat Debit yang
disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima
melalui Penyelenggara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kliring pengembalian” adalah
kegiatan untuk memperhitungkan DKE Warkat Debit yang
diperhitungkan dalam kliring penyerahan namun ditolak oleh
Peserta penerima berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan
oleh Penyelenggara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “cek” adalah cek sebagaimana diatur
dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang
ditarik baik atas beban nasabah Peserta atau atas beban

Peserta.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “bilyet giro” adalah bilyet giro

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai bilyet giro.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “nota debit” adalah Warkat Debit yang
digunakan untuk menagih dana kepada peserta lain untuk

untung nasabah Peserta atau Peserta yang menyampaikan

nota debit tersebut.
Hurufd
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” antara lain Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang, ketentuan yang mengatur
mengenai bilyet giro, peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang khususnya
terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan,

dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

transfer dana.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengaksepan” adalah kegiatan yang

dilakukan oleh Peserta pengirim yang menunjukkan persetujuan

untuk mengkliringkan Warkat Debit.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Mekanisme pertukaran Warkat Debit di suatu wilayah dapat
dilakukan secara otomasi atau manual.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit untuk masing-
masing Peserta merupakan off-setting atas DKE Warkat Debit pada

Kliring Penyerahan dengan DKE Warkat Debit pada Kliring

Pengembalian.
Dukungan dana dapat bersumber dari:

a. confirmed outgoing yaitu DKE Warkat Debit Peserta pengirim
yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki oleh Peserta

penerima; dan/atau

b. dana...
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b. dana tunai (cash Prefund) dan/atau surat berharga (collateral
Prefund) yang disediakan dalam Prefund Debit.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah nasabah yang memiliki

rekening di Peserta.
Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” antara lain
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak
pidana pencucian uang khususnya terkait dengan pemantauan

atas transaksi yang mencurigakan, dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai transfer dana.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal...
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Pasal 40
Ayat (1)
Perhitungan dalam Layanan Pembayaran Reguler merupakan

selisih antara total dana yang dimiliki Peserta dengan total nominal

batch DKE Pembayaran yang dikirim oleh Peserta.
Dukungan dana bersumber dari:

a. confirmed incoming yaitu DKE Pembayaran yang masuk dari
Peserta lainnya yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki

oleh Peserta lain tersebut; dan/atau

b. dana tunai (cash Prefund) yang disediakan dalam Prefund

Kredit.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyerahan tagihan” adalah kegiatan
untuk memperhitungkan DKE Penagihan yang disampaikan
oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui

Penyelenggara.

Huruf...
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Huruf b

Yang dimaksud dengan ”“pengembalian tagihan” adalah
kegiatan untuk memperhitungkan DKE Penagihan yang
diperhitungkan dalam penyerahan tagihan namun ditolak oleh
Peserta penerima berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh

Penyelenggara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah perjanjian antara
Peserta pengirim dengan billing company untuk menagih kepada
Peserta penerima yang telah menerima kuasa pendebetan rekening

dari nasabah Peserta penerima yang mempunyai kewajiban

pembayaran tagihan kepada billing company.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Perhitungan dalam Layanan Penagihan Reguler untuk masing-
masing Peserta merupakan hasil offsetting antara DKE Penagihan

pada kegiatan penyerahan tagihan dengan DKE Penagihan pada

kegiatan pengembalian tagihan.

Dukungan...
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Dukungan dana dapat bersumber dari:

a. confirmed outgoing yaitu DKE Penagihan Peserta pengirim
yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki oleh Peserta

penerima; dan/atau

b. dana tunai (cash Prefund) dan/atau surat berharga (collateral

Prefund) yang disediakan dalam Prefund Debit.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “hari operasional” adalah hari yang
ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai hari
diselenggarakannya operasional SKNBI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jam operasional” adalah jam yang
ditetapkan Penyelenggara sebagai waktu diselenggarakannya

operasional SKNBI pada setiap hari operasional.

Huruf...
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Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “jam layanan” adalah jam yang
ditetapkan Penyelenggara untuk setiap layanan dalam SKNBI,
seperti jam Layanan Transfer Dana dan jam Layanan Kliring

Warkat Debit.

Hurufd

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “periode waktu kegiatan” adalah
periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk
melaksanakan kegiatan operasional setiap layanan dalam
SKNBI, seperti periode waktu pengiriman DKE dan periode

waktu penyediaan Prefund.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan waktu operasional antara lain disebabkan:

a.

Ayat (5)

adanya Keadaan Tidak Nomal dan/atau Keadaan Darurat di

lokasi Penyelenggara;

adanya perubahan jam operasional Sistem BI-RTGS dan/atau

Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System;

adanya permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan

dari Peserta;

adanya permohonan perpanjangan jam Layanan Kliring
Warkat Debit suatu wilayah pertukaran Warkat Debit dari
kantor Bank Indonesia dan/atau pihak selain kantor Bank
Indonesia yang melaksanakan pertukaran Warkat Debit;

dan/atau

alasan lain dalam rangka menjaga kelancaran sistem

pembayaran.

Alasan perubahan periode waktu kegiatan oleh Peserta antara lain

disebabkan karena adanya Keadaan Tidak Nomal dan/atau

Keadaan Darurat di lokasi Peserta.

Ayat...
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Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Jenis biaya dalam penyelenggaraan SKNBI antara lain biaya proses

DKE dan biaya penggunaan sarana Kkontijensi di lokasi

Penyelenggara.
Ayat (2)
Yang  dimaksud dengan “membebaskan biaya  dalam

penyelenggaraan SKNBI” adalah membebaskan biaya tertentu pada

saat Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.
Ayat (3)
Penetapan batas biaya paling banyak yang dikenakan oleh Peserta
kepada nasabah dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengumuman besarnya biaya kepada masyarakat dilakukan dalam

rangka perlindungan konsumen, antara lain melalui website Bank

Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Pemantauan secara langsung dilakukan melalui kunjungan ke

lokasi Peserta (onsite visit) secara periodik atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan.

Pemantauan tidak langsung dilakukan dengan mekanisme analisis
dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Peserta
kepada Penyelenggara, data dan/atau informasi yang diperoleh
Penyelenggara baik dari Peserta, pihak lain, maupun data
dan/atau informasi yang ada di Penyelenggara.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pengujian infrastruktur dilakukan dalam rangka memastikan
infrastruktur utama dan cadangan yang digunakan oleh Peserta
berfungsi dengan baik.

Pasal 57

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang memiliki
keahlian antara lain di bidang pengembangan sistem pembayaran,
jaringan komunikasi data, dan audit teknologi informasi.

Ayat (2)
Pihak lain yang wajib merahasiakan keterangan dan data yaitu
seluruh anggota komisaris, anggota direksi, manajer, tenaga ahli,
staf pengawas, dan staf pendukung lainnya yang terkait dengan
pelaksanaan pemantauan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal...
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Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Yang dimaksud dengan 1 (satu) periode pemantauan adalah satu siklus

kegiatan dalam proses pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta.
Pasal 66
Yang dimaksud dengan 1 (satu) periode pemantauan adalah satu siklus
kegiatan dalam proses pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Pengenaan sanksi atas penolakan DKE Warkat Debit dalam ayat ini
dimaksudkan untuk menjaga integritas Warkat Debit sebagai alat
pembayaran nontunai dan memberikan edukasi kepada Bank dan
nasabah agar lebih berhati-hati dengan memperhatikan persyaratan

formal dalam melakukan penarikan Warkat Debit sesuai ketentuan

yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan kepada

masyarakat...
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masyarakat yang menerima pembayaran dengan menggunakan Warkat
Debit tersebut.

Contoh alasan penolakan Warkat Debit antara lain saldo tidak cukup,

rekening telah ditutup.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
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